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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam pada pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut
dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:
PEMOHON 1, umur 25, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX XXXXX
xxxxxx, NIK 7322032704960005, tempat kediaman di xxxxx
XXXX XXXXP,  XXXX XXXXXXKXRKKKKXK,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXKX,
XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 24, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXxxXx XXXXX
xxxxxx, NIK 7606035808970001, tempat kediaman di Xxxxx
XXXX XXXXH,  XXXX XXXXXXXXXXKKK,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXKKKX,
XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat
permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register Nomor
54/Pdt.P/2022/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 di Ladang Permai, Lahadato,
Malaysia Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan

menurut agama Islam dihadapan Imam Masjid bernama Usman Salman;
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2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah
kandung Pemohon Il yang bernama Misi, dengan Saksi Nikah bernama
Rifaldi sebagai saksi | dan Alkaf sebagai saksi Il;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon | memberikan Mahar
kepada Pemohon Il berupa 1000 Ringgit dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan
undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon lI;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon I
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak melaporkan pernikahannya ke
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon
tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk
penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan hukum lainnya;
Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon | dan
Pemohon 1l mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cqg. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan
menetapkan sebagai berikut:
Primer :
- Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November
2013 di Ladang Permai, Lahadato, Malaysia;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;
Subsider :
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- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan
Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang
diajukan Pemohon | dan Pemohon Il pada papan pengumuman Pengadilan
Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu
tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama
Mamuiju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat
Permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dan atas pertanyaan Majelis Hakim,
Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXxX, bertempat tinggal di Desa Pontanakayang, XXXXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXxxXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi

adalah sepupu 2 kali Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal

11 November 2013 di Ladang Permai, Lahadato, Malaysia;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon | dan

Pemohon Il ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut

adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Misi, dengan Saksi Nikah

Rifaldi sebagai saksi | dan Alkaf sebagai saksi Il, dengan mas kawin

berupa 1000 Ringgit dibayar tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon | sebelum menikah

adalah Jejaka dan status Pemohon Il adalah Perawan;
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- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan
mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon | dan
Pemohon Il adalah untuk untuk penerbitan akta nikah para pemohon
serta keperluan hukum lainnya;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di Desa Pontanakayang, XXXXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi
adalah ibu angkat Pemohon Il;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal
11 November 2013 di Ladang Permai, Lahadato, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut
adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Misi, dengan Saksi Nikah
Rifaldi sebagai saksi | dan Alkaf sebagai saksi Il, dengan mas kawin
berupa 1000 Ringgit dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon | sebelum menikah
adalah Jejaka dan status Pemohon Il adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;
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- Bahwa sejak menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan
mereka,;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon | dan

Pemohon Il adalah untuk untuk penerbitan akta nikah para pemohon

serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon | dan Pemohon II
menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak
mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il menyampaikan
kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan
penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka
selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memerintahkan
Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan
permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon | dan Pemohon Il
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari
semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada
pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuiju;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pada hari sidang yang
ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat
permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon | dan Pemohon Il
menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pada pokoknya
mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2013 di XXXXX XXXX

XXXXP,  XXXX XXXXXXXXXXKXXK,  XXXXXKXKX  XXXXXXKXKXKXK,  XXXXXXXXX  XXXXXX
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xxxxxX, dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il
untuk untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya.;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l tersebut
dilaksanakan secara siri;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan
atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat
dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat
dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di
Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3)
huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan
hukum lainnya. Yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon | dan
Pemohon Il tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama
berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan ltsbat Nikah, oleh
karenanya permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dapat diterima
untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena
suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai
maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya
dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b. Hilangnya Akta Nikah;

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan;
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e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk
menyatakan bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut sah, maka
harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il untuk menguatkan dalil
permohonannya telah mengajukan bukti 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon | dan Pemohon Il telah
dewasa dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan
penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan
mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon I, dengan
demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat
dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172
dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang
diuraikan Pemohon | dan Pemohon Il di atas dihubungkan dengan keterangan
di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

Bahwa pada tanggal 11 November 2013 di KABUPATEN MAMUJU
TENGAH, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I
bernama Misi, dengan Saksi Nikah Rifaldi sebagai saksi | dan Akmal sebagai
saksi I, dengan mas kawin berupa 1000 Ringgit dibayar tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon | sebelum menikah adalah
Jejaka dan status Pemohon Il adalah Perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat halangan
menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan
juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut sampai
sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang bernama;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tegaskan bahwa
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
ditegaskan bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami,
calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut
agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan
agama yang di anut oleh Pemohon | dan Pemohon Il serta perkawinannya
harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan
menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan
darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang
keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka
telah terbukti pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi syarat
dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada
larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan
Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandang
perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah
juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang
berbunyi:
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Jatag 18] alsladl axdUJl ISUL
Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”
Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga
perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-
Fighi halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat

dalam pertimbangan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu
sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya
hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya
nikah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 3
huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam (KHI) maka permohonan para Pemohon Patut Dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi
masyarakat islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 5 ayat (1) instruksi Persiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam (KHI), dan oleh karena
Pemohon 1 dan Pemohon |l berdomisili di Wilayah hukum XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan
Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,
Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon | dan
Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon lI;
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Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Ii;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (PEMOHON 1) dengan

Pemohon I (PEMOHON 2) yang dilaksanakan XXXXX XXXX XXXX, XXXX

XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Budong-Budong, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

pada tanggal 11 November 2013;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan

pernikahannya di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX —XXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon I

sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 28 Januari
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh
Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadilah., S.Ag dan Tri Hasan
Bashori, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu
oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon |
dan Pemohon II.
Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Fadilah., S.Ag Tri Hasan Bashori, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Bacong, S.HI

Perincian Biaya Perkara :
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1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 550.000,-
4. Biaya PNBP Relaas Panggilan Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Mamuju, 28 Januari 2022
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Dra. Rosdiana
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